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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan (Financial Institution) adalah suatu 

perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini selalu berkaitan dengan 

bidang keuangan, penghimpunan dana, menyalurkan dana atau jasa-

jasa keuangan lainnya.
1
 Oleh karena itu pertumbuhan lembaga 

keuangan di Indonesia bertumbuh subur seiring kebutuhan manusia 

akan layanan servis dan jasa lembaga keuangan. 

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat baik yang 

bersifat primer maupun sekunder, hal ini menjadi permasalahan baru 

bagi manusia dalam mencapai pemenuhan kebutuhan. Maka tidak 

menjadi heran kegelisahan yang terjadi memancing reaksi para pelaku 

ekonomi Islam untuk ikut menengok keuangan syariah serta menjawab 

tantangan yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini lembaga 

keuangan Syariah menjadi tujuan perantara masyarakat dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan. Peristiwa ini merupakan fenomena menarik, 

                                                             
1
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karena pada saat ini masyarakat telah menyadari akan kepentingan 

kehidupan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam baik dalam aspek 

kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam aspek kehidupan ekonomi 

yang menyangkut perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan 

masyarakat dalam upaya, masyarakat untuk memenuhi berebagai 

macam kebutuhan hidupnya, baik perubahan dalam nilai-nilai ekonomi 

ataupun sosial yang melakukan kegiatan perekonomian kepada 

lembaga keuangan syariah. 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini berkembang 

cukup pesat hal ini dipengaruhi kesadaran masyarakat akan produk 

yang ditawarkan oleh lembaga syariah yang prakteknya sesuai syariat 

Islam. Beberapa lembaga keuangan syariah yang cukup berkembang di 

Indonesia adalah, perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana 

syariah, pasar modal syariah, lising syariah dan pegadaian syariah. 

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang 

sampai saat ini masih beroperasional di Indonesia. Secara formal, 

keberadaan pegadaian syariah berada dalam lingkup perusahaan umum 

(Perum) pegadaian. Karena perum pegadaian merupakan satu-satunya 

badan usaha yang resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 
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Lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana 

masyarakat atas dasar hukum gadai.
2
  

Pada umumnya sama halnya dengan pegadaian konvensional 

pegadaian Syariah juga memiliki beragam produk yang ditawarkan 

kepada nasabah mulai dari, kredit, jasa taksiran, jasa titipan, dan 

tentunya jenis gadai dari beragam barang. Secara umum operasional 

gadai Syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu mengadaikan 

barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk 

jasa ini dalam gadai konvensional dikenakan beban bunga, layaknya 

seperti sistem keuangan yang diterapkan diperbankan.  

Pada dasarnya pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem 

keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian dalam satu 

negara memiliki peran terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang 

keuangan. Karena pegadaian syariah bagian dari non perbankan yang 

dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara 

langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka pegadaian 

syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman 

kepada masyarakat atau nasabah.  

                                                             
2
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Dipegadaian Syariah dalam hal ini menjalankan operasionalnya 

berpegang pada prinsip syariah, nasabah tidak dikenakan bunga dalam 

berbagai bentuk karena riba, karna pada dasarnya riba itu dilarang oleh 

Islam tetapi dalam pegadaian syariah nasabah dipungut untuk 

menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas yang 

diperdagangkan, dalam melakukan bisnis yang diperoleh imbalan atas 

jasa dana atau bagi hasil.
3
 Tetapi yang dipungut dari nasabah adalah 

biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang 

akan digadaikan. 

Sifat usaha pegadaian syariah pada prinsipnya menyediakan 

pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan syariah. Namun 

dalam peraktiknya di pegadaian syariah belum sepenuhnya 

menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 1, 

yang berbunyi: 

            .... 

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah jani-janji.
4
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RasulullahShallahu’alaihi Wa Sallam pernah berkata: 

  
“Dari Aisyah berkata: Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam, 

bersabda Setiap persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah 

Azzawajala, maka ia tertolak sekalipun ia mensyaratkan hingga 

seratus kali’’ (HR, Ahmad).
5
 

 

Dari hadist di atas bahwasanya telah diterangkan bahwa segala 

bentuk kegiatan muamalah tidak sah apabila tidak memenuhi syarat 

berdasarkan syariat Islam. Kemudian dalam PP RI No. 103 tahun 2000, 

tujuan perum Pegadaian kembali dipertegas, yaitu: meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, 

melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi 

penyediaan jasa dibidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat 

dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.
6
 

Namun sejalan dengan keberagaman kebutuhan yang menuntut 

untuk bisa terpenuhi maka gadai dijadikan sebagai fasilitator untuk 

mencapai pemenuhan tersebut. Dalam hal ini banyak masyarakat yang 

memaksakan keadaan untuk dapat memenuhi  kebutuhannya sehingga 
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memicu terjadinya berbagai cara dalam mencapai kebutuhan yang 

diinginkannya, hal ini juga mempengaruhi terhadap praktik akad dalam 

proses pegadaian, seperti dalam kasus nasabah meminta pertambahan 

hutang dan perpanjangan masa dalam satu periode terhadap barang 

yang sama yang digadaikannya dimana hal tersebut masih dalam satu 

masa. Dalam Islam kasus semacam ini tidak diperbolehkan karena akan 

menimbulkan kesamaran, kerancuan dan kedzhaliman. 

Selain itu para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum 

dalam kasus penambahan hutang ini, seperti ulama Hanafiyah, 

Muhammad, Hanabilah, dan suatu pendapat dari Imam Syafi’i 

menyatakan tidak sah menambahkan hutang sebab dapat dianggap akan 

rahn  kedua, padahal borg berkaitan dengan rahn pertama secara 

sempurna, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tusr, Al 

Majani dan Ibn al-Mundzir membolehkan pertambahan tersebut sebab 

rahn kedua membatalkan rahn yang pertama. Dengan demikian sama 

dengan menggadaikan satu borg untuk dua utang.
7
 

Selain terjadi perbedaan pendapat diantara kalangan para ulama 

tentang kedudukan hukum dalam kasus pertambahan hutang dan 

perpanjangan masa gadai dalam satu periode, kasus ini juga terdapat 
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prosedur yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas yang menjelaskan 

bahwa harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun 

dalam praktik pertambahan hutang dalam kasus gadai ini masih 

menjadi perbincangan tentang kejelasan hukumnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian lebih mendalam terkait praktik pertambahan 

hutang dan perpanjangan masa gadai dalam satu periode, dalam bentuk 

skripsi dengan judul: 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambahan Hutang 

dan Perpanjangan Masa Gadai dalam Satu Periode, Studi di 

Pegadaian Syariah Cabang-Serang.” 

 

B. Fokus Penelitian 

  Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil 

penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada pertambahan hutang 

dan perpanjangan masa gadai dalam satu periode di Pegadaian Syariah 

Cabang-Serang. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Mekanisme Pertambahan Hutang dan Perpanjangan 

Masa Gadai dalam Satu Periode di Pegadaian Syariah Cabang 

Serang ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertambahan Hutang 

dan Perpanjangan Masa Gadai Dalam Satu Periode ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pertambahan hutang dan 

perpanjangan masa gadai dalam satu periode di Pegadaian Syariah 

Cabang-Serang 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertambahan 

hutang dan perpanjangan masa gadai dalam satu periode  

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun harapan penulis setelah penelitian ini selesai semoga 

dapat diperoleh manfaat atau kegunaannya sebagai berikut: 
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1. Manfaat Akademisi 

a. Sebagai tambahan referensi untuk perbandingan penelitian 

lainnya, yang akan meneliti mengenai pertambahan hutang dan 

perpanjangan masa gadai dalam satu periode. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai produk pegadaian syariah, khususnya 

produk gadai atau rahn di pegadaian Syariah Cabang Serang-

Banten. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Pegadain Syariah Cabang Serang sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat 

dalam menggunakan produk gadai. 

b. Bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

menggunakan jasa Lembaga keuangan syariah di lembaga-

lembaga nonbank. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, maka penulis 

menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang Rahn 
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NO NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Danar Rizky 

Faujah (2012), 

Prodi Hukum 

Bisnis Syariah, 

Fakultas Syariah 

Universitas Islam 

Negeri Maulana 

Malik Ibrahim 

Malang 

Aplikasi Akad 

Rahn dan Ijarah 

dalam Layanan 

Gadai Syariah di 

Perum Pegadian 

Syariah Unit 

Kauman Cabang- 

Malang 

Sama-sama 

menggunakan 

akad rahn dengan 

studi kasus di 

pegadaian syariah 

yang akan penulis teliti 

yaitu dengan membahas 

tentang mekanisme 

gadai dengan kasus 

pertambahan nilai gadai 

dan perpanjangan masa 

gadai dalam satu priode 

di pegadian syariah 

cabang-Serang.
8
 

2 Ides Puspita Sari 

(2013) Prodi 

Hukum Ekonomi 

Syariah, Fakultas 

Syariah 

Universitas Islam 

Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru 

Pelaksanaan 

Penahanan Benda 

Terhadap Benda 

Milik Debitur 

Oleh Perum 

Pegadaian Apabila 

Debitur 

Wanprestasi 

(Studi Kasus 

Perum Pegadaian 

Pekanbaru Kota) 

  sama sama 

menahan barang 

dan akan 

dilelangkan ketika 

sinasabah 

melakukan 

wanprestasi 

terhadap prosedur 

yang telah 

ditentukan oleh 

pihak pegadaian 

syariah 

pembahasan ini berbeda 

dengan yang akan 

penulis teliti, yaitu 

membahas tentang 

mekanisme 

pertambahan nilai gadai 

terhadap barang yang 

sama dalam masa masih 

satu priode.
9
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Layanan Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang, 

(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012). 
9
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3 Maftuhatul 

Maulidah (2016) 

Prodi Muamalah 

Fakultas Syariah 

dan Hukum 

Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

Gadai Sawah 

Tumpang Tindih 

di Desa Ujungris 

Kec: Widasari 

Kab: Indramayu 

Ditinjau dari 

Perspektif Hukum 

Islam 

Adapun 

persamaanya 

skripsi yang 

penulis teliti 

dengan judul 

skripsi tersebut 

ialah terletak pada 

akad yang 

dilaukan dalam 

transaksi gadai 

tersebut yaitu 

terjadinya proses 

tumpang tindih 

akad 

Pembahasan diatas 

berbeda dengan yang 

akan penulis kaji yaitu 

tentang tumpang tindih 

akad terhadap barang 

gadai dalam satu masa 

di pegadaian syariah 

Cabang Serang.
10

 

 

 
G. Kerangka Pemikiran 

Agar mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penulis 

membatasi kerangka berfikir dalam dua hal, yang semuanya terkait 

dengan judul yang dikemukakan diatas, yaitu pembahasan tentang 

rahn, mekanisme pertambahan hutang dan perpanjangan masa gadai 

dalam satu periode, serta bagaimana tinjauan hukum Islamnya terhadap 

mekanisme tersebut. 

                                                             
10

Maftuhatul Maulidah Skripsi S1 Gadai Sawah Tumpang Tindih di Desa 

Ujungsari Kec: Widasari Kab: Indramayu Ditinjau dari Perspektif Hukum 

Islam,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
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1. Rahn 

Rahn menurut syara ialah menjadikan barang yang 

mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, hingga orang yang 

bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian 

(manfaat) barangnya itu.
11

 

Menurut Zainuddin dan Jamhari sebagaimana dikutip 

Adrian Sutedi, dalam bukunya yang berjudul, Hukum Gadai 

Syariah, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang 

kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang 

piutang.
12

 Dalam fiqh muamalah gadai dikenal dengan kata ar-

rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. 

Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 

(2): 283 yang berbunyi: 
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 “Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu 

menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah (2): 

283).
13

 

 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa gadai (rahn) hukumnya 

dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun 

orang yang tinggal di rumah.
14

 Gadai pada hakikatnya merupakan 

salah satu bentuk dari konsep muamalah, maka pada dasarnya, 

hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata mata 

untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan 

dalam bentuk marhun atau barang sebagai jaminan, dan bukan 

untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang 

sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.  

                                                             
13

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, h. 50. 
14

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.1, h. 

289. 
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Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam 

pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman, 

berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya 

administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun, 

maka produk rahn ini biasanya hanya di gunakan bagi keperluan 

fungsi social-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan 

kesehatan. sedangkan rahn sebagai produk pembiayaan, berarti 

pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha rahin yang 

dibiayainya.
15

 Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan kegiatan 

pegadaian syariah di Indonesia ialah fatwa No.25/DSN-

MUI/III/2002 tentang rahn. Yaitu pinjaman dengan menggadaikan 

barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.
16

 

Namun dalam kasus di pegadaian syariah tentang 

penambahan hutang terhadap barang gadai yang sama para ulama 

berbeda pendapat dalam memberi hukumnya, seperti ulama 

Hanafiyah, Muhammad, Hanabilah, dan suatu pendapat dari Imam 

Syafi’i menyatakan tidak sah menambahkan hutang sebab dapat 

dianggap akanrahn  kedua, padahal borg berkaitan dengan rahn 

                                                             
15

Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Oprasional…, h. 41-42. 
16

Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2012), Cet. 1, h. 144. 
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pertama secara sempurna, sedangkan menurut Imam Malik, Abu 

Yusuf, Abu Tusr, Al Majani dan Ibn al-Mundzir membolehkan 

pertambahan tersebut sebab rahn kedua membatalkan rahn yang 

pertama. Dengan demikian sama dengan menggadaikan satu borg 

untuk dua utang.
17

 

2. Qardh 

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari 

qaradha asy-syai’-yaqridhulu, yang berarti dia memutusnya. Al-

Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. 

Secara terminologi Al-Qardh  adalah memberikan harta kepada 

orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di 

kemudian hari.
18

 

Dalam kaitanya Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid (57) : 11 

(tentang hutang piutang/Qardh)  

                       

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman 

itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S 

Al-Hadid (57) : (11).
19

                                                             
17

Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah…, h. 178. 
18

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah 

Dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015), h. 153. 
19

 Kementrian  Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita, 

(Jakarta: Wali Oasis Terrance Recident 2010), h. 583. 



 16 

 

Dari penjelasan ayat diatas adalah bahwa Allah Subhanahu wa 

ta’ala menyerupakan amal shalih dan memberi infaq fi sabilillah 

dengan harta yang dipinjamnkan, dan menyerupakan 

pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. 

Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang 

berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga 

menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat 

gantinya. 

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi: 

               

 “Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak 

secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.” (QS. 

Al-Baqarah )2): (282).
20

 

 

Maksud dari ayat di atas adalah: bahwa orang yang berhutang 

sendiri hendaklah mengucapkan hutangnya dan tempo 

pembayarannya dengan cara imlak atau didektekan maka barulah 

juru tulis itu menuliskan apa yang telah diimlakannya itu, dengan 

tidak merusak sedikit juapun dari perjanjian dan jumlah hutang 

yang telah dikatakannya. Allah swt memerintahkan kepada kaum 

muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya masalah 

                                                             
20

Kementrian  Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,..., h. 48.
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qirad dan silm yaitu barangnya belakangan tetapi uangnya dimuka 

yang menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar 

menulis sangkutan tersebut.  

Adapun hukum yang menjadi rujukan kegiatan Al-Qard di 

Indonesia ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Al- Qardh yaitu: 

a. Bahwa Lembaaga Keuangan Syariah (LKS), disamping sebagai 

lembaga komersial, harus dapat juga berperan sebagai lembaga 

social yang daoat meningkatkan perekonomian secara 

maksimal. 

b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat 

yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana mealui 

perinsip al- qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah 

dengan ketentuan baha nasabah wajib mengembalikan dana 

yang diterimananya kepada LKS pada waktu yang telah 

diseapakati oleh LKS dan nasabah.  
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c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariat Islam, DSN-

MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Al-

qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
21

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah bagian dari ilmu yang mengkaji 

konsep, teori, landasan, kelebihan dan kekurangan, untuk mendapatkan 

data.
22

 Dengan ungkapan lain metodelogi merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
23

 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam 

kehidupan manusia.
24

 Metode penelitian kualitatif dibedakan 

dengan metode penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian 

kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, 

prinsip angka atau metode statistik. 

                                                             
21

 Dewan Syaraiah Nasional Mui, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, 

(Jakarta: Erlangga 2014), h. 130. 
22

Apud, Metodologi Penelitian, (Ttp : tp, tt), h. 15.  
23

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabet, 2014), Cet. 21, h. 2. 
24

Aji Damanuri, Metodelogi Penelitian Muamalah, (Yogyakarta: STAIN Po 

PRESS, 2010), Cet. I, h. 9. 
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Untuk lebih memahami penelitian kualitatif, maka akan 

dikemukakan teori dari Strauss, A dan Corbin, J menjelaskan 

bahwa (qualitative research) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang temuan-temuan yang dihasilkannya tidak bisa didapat 

(diselesaikan) melalui teknik prosedur statistik maupun menurut 

cara-cara kuantifikasi (hitungan) lainnya.
25

 

Penelitian kualitatif juga bertujuan selain mengukur 

daripada realitabilitas, maka kekuatan penelitian kualitatif lainnya 

adalah validitas, yaitu pengukur kepastian akurasi hasil penelitian 

yang didasarkan pada sudut pandang peneliti, partisipan, atau 

pembaca secara umum.
26

 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah di 

Pegadaian Syariah Cabang Serang Banten dan yang menjadi obyek 

adalah Mekanisme Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa 

Gadai Dalam Satu Periode serta Tinjauan Hukum Islamnya 

Terhadap Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa Gadai 

Dalam Satu Periode. 

 

                                                             
25

Sonny Leksono, Peneltian Kualitatif Ilmu Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), Edisi. I, Cet. I, h. 19. 
26

Sonny Leksono, Peneltian Kualitatif Ilmu Ekonomi…, h. 170. 
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3. Sumber Data 

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan dua sumber data: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis 

dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan 

bagian Staff dan Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang 

Serang Banten. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis 

dapatkan dengan mengambil informasi dari majalah, arsip, 

dokumen-dokumen dan sumber lainya yang ada di Pegadaian 

Syariah Cabang Serang Banten. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan 

data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas, sehingga keakuratan data tersebut dapat di ukur untuk 

dijadikan analisis sesuai dengan perumusan masalah. 
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Adapun pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan 

cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi 

pembahasan, sebagai landasan yang digunakan untuk bahan 

perbandingan dari realita yang ada. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu.
27

 

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk 

kepentingan penyususnan Skripsi ini peneliti akan 

mewawancarai Kepala Cabang dan Staf dari Pegadaian Syariah 

Cabang Serang-Banten. 

c. Observasi  

Observasi adalah dengan melihat kenyataan dilapangan 

dengan permasalahan yang ada untuk dikaji dan dianalisis 

permasalah tersebut sesuai dengan teori yang ada. 

                                                             
27

Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), Cet. 4, h. 180. 
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5. Pengolahan Data  

a. Metode Induktif, adalah mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat 

khusus untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan 

umum. 

b. Metode Deduktif, adalah mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat 

umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang 

bersifat khusus 

c. Analisa Data dilakukan dengan cara kualitatif, analisa 

data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. 

6. Teknik Penulisan 

 

Dalam penulis skripsi ini penulis berpedoman pada: 

 

a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri.”SMH”Banten Tahun 2017. 

b. Penulisan Ayat-ayat Al-Quran berpedoman kepada Al-

Quran dan Terjemahannya, yang diterbitkan oleh 

Departemen Agama RI, Tahun 1983. 
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c. Penulisan Hadist diambil dari kitab-kitab aslinya, dan 

apabila sulit menemukan, penulis mengambil dari buku-

buku yang berkaitan dengan bahasan skripsi. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk tersusun dan terarah dalam penulisan ini, maka penulis 

menyusun dengan Lima bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan: yang berisikan Latar Belakang Masalah, 

Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II :Kondisi  Lokasi Tempat Penelitian Sejarah Berdirinya 

Pegadaian, Sejarah Umum Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang-

Serang, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang-Serang, Struktur 

Organisasi Pegadaian Syariah Cabang-Serang, Produk-Produk 

Pegadaian Syariah Cabang-Serang, dan Sistem Pemasaran Pegadaian 

Syariah Cabang-Serang. 

BAB III: Hutang dan Rahn: Pengertian Utang Piutang, Dasar 

Hukum Utang Piutang, Pertambahan Utang Menurut Ulama Fiqh serta 

Pengertian Rahn, Dasar Hukum Rahn, Syarat dan Rukun Rahn, Hak 

dan Kewajiban Rahin dan Murtahin, serta berakhirnya akad rahn. 
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BAB IV : Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa Gadai 

di Pegadaian Syariah Cabang-Serang meliputi: Mekanisme 

Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa Gadai dalam Satu 

Periode di Pegadaian Syariah Cabang-Serang dan Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pertambahan Hutang dan Perpanjangan Masa Gadai 

dalam Satu Periode. 

BAB V  :  Penutup:yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran. 


